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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari 3 sektor utama yaitu dari sektor
penerimaan pajak, sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dan hibah,
dimana penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran-
pengeluaran pemerintah dan menjalankan seluruh program pemerintah. Menurut
Rahmawati et al. (2014), sektor pajak telah menjadi sumber utama penerimaan
negara. Dalam rangka mewujudkan tujuan kemerdekaan Indonesia seperti yang
tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menciptakan kesejahteraan
sosial, disinilah peran penerimaan pajak sangat berkontribusi besar bagi negara
Indonesia. Menurut Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1
Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan yang diperoleh negara dari sektor pajak cukup signifikan
jumlahnya jika dibandingkan dari sektor lainnya seperti dari sektor Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNPB) dan hibah. Berikut merupakan data perkembangan
kontribusi pajak terhadap penerimaan negara secara nasional dari tahun 2013

sampai dengan 2018.
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Gambar 1.1
Penerimaan Negara tahun 2013-2018

M Perpajakan (%) PMBP (%) M Hibah (%)

74,9 los

Sumber: Informasi APBN 2018 (Kemenkeu.go.id, 2018)

Berdasarkan Gambar 1.1, penerimaan dari sektor perpajakan berkontribusi
sebesar 74,9% pada tahun 2013, kemudian mengalami sedikit penurunan sebesar
0,9% pada tahun 2014 menjadi 74%, tetapi mengalami kenaikan kembali di tahun
2015 sebesar 8,3% menjadi 82,3% dan menjadi 82,6% pada tahun 2016. Di tahun
2017 kontribusi penerimaan perpajakan mengalami kenaikan sebesar 2,2% menjadi
84,8% dan pada tahun APBN 2018 sebesar 85,4%.

Dari Gambar 1.1 dapat juga dilihat dan disimpulkan sebagian besar penerimaan
negara berasal dari penerimaan sektor perpajakan dan ditargetkan penerimaan
tersebut dapat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya karena pemerintah
mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara.
Penggunaan penerimaan uang pajak dapat dilihat secara nyata mulai dari belanja
pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan sarana umum

seperti pembangunan jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, jalan raya.
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Besarnya target penerimaan pajak menuntut pemerintah yang dalam hal ini
Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan untuk bekerja lebih keras,
sehingga perlu mengambil langkah-langkah tertentu untuk terus meningkatkan
penerimaan pajak. Berikut merupakan perbandingan antara target dan realisasi
penerimaan pajak pada tahun 2013 sampai 2018:

Gambar 1.2
Target dan Realisasi Pajak tahun 2013-2018 (dalam Rp Miliar)
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Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013-2018

Berdasarkan Gambar 1.2, selama enam (6) tahun terakhir pencapaian realisasi
penerimaan pajak tidak memenuhi target setiap tahunnya. Pada tahun 2013,
pencapaian realisasi sebesar 92,58%, di tahun 2014 menurun menjadi 91,86%,
menurun kembali di tahun 2015 menjadi 81,97%, di tahun 2016 menjadi 81,61%,
pada tahun 2017 meningkat kembali sebesar 89,68% dan menjadi sebesar 92,41%
di tahun 2018.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001, salah
satu upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan ekstensifikasi

dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan
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yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan
objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara
Ekstensifikasi menjelaskan bahwa ekstensifikasi dilakukan terhadap Wajib Pajak
yang berdasarkan data yang dimiliki dan/atau diperoleh KPP menunjukkan: (1)
telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan perpajakan dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan
NPWP; dan/atau (2) sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai dan belum melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. KPP melakukan ekstensifikasi dengan
cara: (1) mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak; (2) melalui Pemberi
Kerja/Bendaharawan Pemerintah; dan (3) mengirimkan Surat Imbauan kepada
Wajib Pajak. Upaya ekstensifikasi dilakukan secara proaktif oleh DJP melalui
pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (PKP).

Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2017, strategi
ekstensifikasi yang dilaksanakan DJP dalam rangka pengamanan pencapaian target
penerimaan pajak tahun 2017 terdiri atas: (a) pengawasan terhadap Wajib Pajak
yang belum terdaftar, yang diantaranya dilakukan melalui kegiatan
pengamatan/survei lapangan geotagging; (b) pengawasan terhadap Wajib Pajak
Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan yang baru terdaftar tahun 2017
dengan cara memberikan edukasi/kelas pajak per sektor serta pengawasan bagi

Wajib Pajak tersebut yang belum melakukan pembayaran; (c) pengawasan
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pembayaran Wajib Pajak yang baru terdaftar pada tahun 2016, terutama dilakukan
terhadap Wajib Pajak Badan sektor konstruksi, Wajib Pajak Orang Pribadi
non karyawan dengan omzet sampai dengan Rp4,8 miliar dan Wajib Pajak profesi,
Wajib Pajak bendahara termasuk Bendahara Dana Desa, serta Wajib Pajak Badan
maupun Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan yang belum melakukan
pembayaran; dan (d) penanganan Wajib Pajak dengan kriteria TLTB (Tidak Lapor-
Tidak Bayar) secara teritorial dengan bekerja sama dengan aparat pemerintah
daerah setempat.

Sementara pengertian intensifikasi menurut Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 yaitu kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan
pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah terdaftar dalam administrasi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib
Pajak. Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2017, beberapa
kebijakan penggalian potensi dalam ranah intensifikasi pada tahun 2017 meliputi:
a. pengawasan terhadap penerimaan rutin, antara lain dilakukan melalui kegiatan:

1) pengawasan secara intensif terhadap Wajib Pajak penentu penerimaan, yaitu

Wajib Pajak sebagai kontributor 90 persen penerimaan pajak baik pada skala

nasional maupun regional (Kanwil/KPP); 2) peningkatan pengawasan terhadap

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara; 3) pengawasan pasca-

Amnesti Pajak terhadap Wajib Pajak peserta Amnesti Pajak dalam rangka

perluasan basis pajak;

b. peningkatan kepatuhan formal dan material Wajib Pajak, antara lain dilakukan

melalui kegiatan: 1) imbauan kepada Wajib Pajak peserta Amnesti Pajak yang
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belum melaporkan SPT Tahun Pajak 2016 serta Wajib Pajak UMKM peserta
Amnesti Pajak yang belum melakukan pembayaran PPh sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (tarif final 1 persen dari omzet);
2) perluasan basis pengawasan Wajib Pajak berdasarkan segmentasi kepatuhan
dan keikutsertaan dalam Amnesti Pajak; 3) implementasi Konfirmasi Status
Wajib Pajak di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta
pemanfaatan data terkait; 4) penggalian potensi pajak berbasis sektoral nasional
yang difokuskan pada sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan,
perikanan, jasa keuangan, properti, energi kelistrikan, digital economy (e-
commerce), serta bisnis grup; 5) penggalian potensi pajak atas Wajib Pajak
profesi tertentu seperti notaris/PPAT, seniman/artis, pengacara, konsultan
pajak, akuntan publik, ekspatriat, direksi dan komisaris BUMN, pemegang
saham, dokter, pejabat negara/pemerintah; 6) penggalian potensi atas transaksi
yang menggunakan Faktur Pajak tanpa mencantumkan NPWP pembeli (NPWP
dengan kode 000); 7) pengawasan terhadap Wajib Pajak dengan Kriteria Tidak
Lapor-Terdapat Data (TLTD); 8) pengawasan terhadap Wajib Pajak yang
melakukan tax planning secara agresif, antara lain melalui praktik transfer
pricing, controlled foreign corporation, dan thin capitalization; 9) peningkatan
kepatuhan material Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi non
karyawan dengan memanfaatkan data internal dan eksternal; 10) koordinasi
untuk mendorong terwujudnya data interfacing —antara sistem  informasi
kementerian di bidang sumber daya alam (Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral, - Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian
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Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dengan data perpajakan dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP); 11) peningkatan kegiatan pengawasan bersama
(joint analysis) dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas pemanfaatan
data pabean dalam ranah transaksi ekspor/impor umum, kawasan dengan
fasilitas khusus, dan cukai; serta 12) peningkatan kegiatan pengamatan
langsung di lokasi usaha maupun domisili Wajib Pajak untuk mendapatkan data
potensi pajak yang akurat, dan penguatan basis data perpajakan melalui
optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga dan Alat Keterangan (Alket).
Secara umum, Wajib Pajak dibagi menjadi dua (2) yaitu Wajib Pajak Orang
Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima negara
lebih besar Pajak Penghasilan dari Badan dibandingkan Pajak Penghasilan Orang
Pribadi. Walaupun dari sisi jumlah Wajib Pajak lebih banyak Wajib Pajak Orang
Pribadi dibandingkan Wajib Pajak Badan. Berikut ini merupakan capaian realisasi

penerimaan pajak per jenis pajak:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Rp Miliar)
Nol Jonis Pajak Realisasi APBN | Target A% it L i
2017 2018 2017-2018 | 947 2018 A% A% wE || R
2016 - 2017 | 2017 - 2018 2017 2018

1) (2} 13) ) {5) {6) {7} I8) {9)=(7-6)+6 (10} (11)s7+4
A |PPh Non Migas 596.574,15 B16.993 41 36,95| 596.477,37| 685.281,70 15,34) 14,89 80,37 83,88
1. PPhPs 1 117.764,02 |  164.932,93 40,05 | 117.764,69 | 13491538 T4 14,56 79,54 81,80

2. PPhPs 2 16.270,39 12.281,98 (2451)| 16.47267| 18.010,58 4247 11,36 | 146,16 | 14864

3. PPh Ps 22 Impor 4315741 58.323,58 35,14 43.156,72 54.723,50 13,64 26,80 82,13 93,83

4 PPhPs23 34.006,49 40.392,71 18,78 | 3400649 | 3974373 16,69 16,87 93,45 98,39

5. PPh Ps 25/29 OP 7.806,58 22.209,41 184,50 7.806,58 9.406,75 46,91 20,50 39,16 42,35
6. PPN Ps 2529 Bagan | —Zoadsesa|  29.34| 208253401 75402473 2136 7198 epa 947

7. PPh Ps 26 50.921,55 £1.181,09 2015| 50921,55| 58.856,38 17,78 1558 92,39 96,20

8. PPh Final 106.309,86 |  173.363,86 63,07 | 106.310,94 | 115.458,28 (9,66) 8,60 68,07 66,60

9. PPh Non Migas Lainnya 12.084,69 14.957,27 23,717 12.084,34 142,38 (B8 40) (98,82) 59,69 095

B |PPN dan PPnBM 48072127 |  541.801,13 12,71 48072461 | 537.268,84 16,62 177 101,10 99,17
1. PPN Dalam Negeri 31434019 | 361.296.91 14,94 | 314.34283 | 333.942,54 15,14 624 95,62 92,43

2. PPN Impor 149.034,09 163.395,98 9,64 | 149.034,80 186.399,89 21,39 2507 112,60 114,08

3. PPnBM Dalam Negeri 13.292 54 12.212,00 (8,13)] 13.29254| 1279466 12,55 (3,75)] 12490 10477

4. PPnBM Impor 3.796,35 4.700,10 23,81 3.796,35 4.108,01 (11,62) 821 93,12 87,40

5. PPN/PPRBM Lainnya 258,09 196,14 (24,00) 258,09 43,74 (21,40) (83,05) 76,59 2230
c|rBB 16.771,56 17.369,10 3,56| 1677156 | 19.44491 13,74) 1594| 10882| 11195
D (Pajak Lainnya 6.738,47 9,691,80 43,83 6.738,48 6.790,89 (16,86) 078 7745 70,07
E |PPh Migas 50.31617 38.134,05 (24,21)| 50.315,75 64.700,91 39,38 28,59 120,46 169,67
Tatal Non PPh Migas. 1.100.80546 | 1.385.861,44 25,90 | 1.100.712,02 | 1.248.806,34 2,88 1345 88,64 90,11
Total tmsk PPh Migas 115112163 | 1.423.995,49 23,71 | 1.151.027,77 | 1.313.507,25 4,07 14,12 89,67 92,24

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2018
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Berdasarkan Tabel 1.1 besarnya realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal
25/29 Badan yaitu sebesar Rp208.353,16 miliar pada tahun 2017 dan sebesar
Rp254.024,73 miliar pada tahun 2018. Sedangkan besarnya realisasi penerimaan
Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi pada tahun 2017 sebesar Rp7.806,58
miliar dan sebesar Rp9.406,75 miliar pada tahun 2018. Menurut Cahya (2013)
dalam Putra & Hapsari (2015), hal ini disebabkan karena Badan merupakan sebuah
instansi formal terdaftar, Badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau
kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan objek pajaknya sehingga
pengenaan Pajak Penghasilan atas Badan dapat lebih optimal dibandingkan dengan
Orang Pribadi.

Apabila dilihat dari sisi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan
terbesar, namun berbanding terbalik jika dilihat dari sisi perusahaan. Pajak yang
dibayarkan oleh perusahaan dianggap sebagai beban. Sehingga banyak perusahaan
yang berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya baik itu secara legal maupun
ilegal. Salah satu kasus yang dapat menurunkan penerimaan Pajak Penghasilan
Badan yaitu kasus Asian Agri Group. Mengacu pada putusan Mahkamah Agung
(MA) No.2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 atas terdakwa Suwir
Lawut, 14 perusahaan Asian Agri Group dinyatakan kurang membayar Pajak
Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Pasal 26 pada periode 2002-2005 senilai
Rp1,25 triliun dan denda Rp1,25 triliun. Sehingga total kurang bayar serta sanksi
administrasi yang harus dibayarkan senilai Rp2,5 triliun (Suryowati, 2014 dalam
Kompas.com). Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan merupakan salah satu

penerimaan pajak yang memiliki kontribusi terbesar diantara penerimaan Pajak
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Penghasilan lainnya. PPh Pasal 25/29 Badan merupakan salah satu pajak pusat yang
dikelola langsung oleh pemerintah pusat yang digunakan sebagai keperluan negara
untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat dapat
merasakan fasilitas infrastruktur dan prasarana lainnya yang dibiayai oleh
penerimaan pajak.

Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan dapat dilihat dari persentase
perbandingan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan yang
berhasil dihimpun atau diterima oleh KPP dalam satu bulan dengan target
penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan setiap bulan (Migang dan
Dirmayani, 2017). Menurut Waluyo (2017), Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah
besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh
Wajib Pajak untuk setiap bulan, sementara Pajak Penghasilan Pasal 29 yaitu
ketentuan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang
menurut Undang-Undang sebelum surat pemberitahuan Pajak Penghasilan
disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian SPT Tahunan. Pada
saat perhitungan PPh terutang dalam SPT Tahunan, PPh Pasal 25 dapat
dikurangkan dari PPh terutang, sehingga Wajib Pajak Badan cukup melakukan
pembayaran atas selisih kurang bayar saja (PPh Pasal 29).

Salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah
kepatuhan masyarakat (Wajib Pajak) untuk membayar pajak terutang yang menjadi
kewajibannya tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan (Prishastanti & Kiswanto, 2015). Menurut James et al. (2004)

dalam Mahendra & Sukartha (2014), pengertian kepatuhan pajak (tax compliance)
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adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya
sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan,
investigasi seksama, peringatan, ancaman dan penerapan sanksi baik hukum
maupun administrasi. Menurut Rahayu (2017), kepatuhan perpajakan merupakan
salah satu masalah penting di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara
berkembang. Hal tersebut disebabkan karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka
akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran,
pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut
akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang atau akan menurun
dari target yang sudah diperkirakan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat
Jenderal Pajak (DJP), Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, saat ini tingkat
kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih rendah. Menurut
Hestu tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia bisa dilihat dari tingkat tax
ratio di Indonesia yang masih 10,3 persen, yang jika dibandingkan dengan negara-
negara tetangga, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia untuk membayar pajak
juga masih tertinggal (Julianto, 2017 dalam Kompas.com). Tax ratio dalam definisi
luas adalah membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat),
penerimaan SDA migas dan pertambangan minerba dengan PDB nominal,
sedangkan tax ratio dalam definisi sempit adalah membandingkan total nilai
penerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal (informasi APBN 2018
dalam Kemenkeu.go.id, 2018). Di Indonesia perhitungan tax ratio menggunakan

perhitungan tax ratio dalam arti sempit yaitu besarnya penerimaan perpajakan
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hanya atas penerimaan perpajakan yang dipungut oleh pemerintah pusat. Salah satu
penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan di Indonesia adalah masih
rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan dari data tersebut, kepatuhan Wajib
Pajak 'yang rendah dalam membayar pajak ini berpengaruh terhadap target
penerimaan pajak. Target penerimaan pajak akan relatif cenderung menurun jika
tidak didasari oleh kepatuhan Wajib Pajaknya itu sendiri.

Dengan kepatuhan yang masih rendah serta pengetahuan mengenai perpajakan
yang relatif rendah pula, maka Direktorat Jendral Pajak akan kesulitan untuk dapat
mengoptimalisasikan penerimaan kas negara dari sektor perpajakan itu sendiri.
Menurut Saeroji (2017) dalam Pajak.go.id, beberapa faktor yang menyebabkan
rendahnya kepatuhan Wajib Pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya
kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat diukur dengan persentase perbandingan
jumlah SPT PPh Pasal 25/29 Badan yang dilaporkan tepat waktu dengan jumlah
Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP setiap bulannya (Migang dan
Dirmayani, 2017). Menurut Mahendra dan Sukartha (2014), kepatuhan Wajib Pajak
Badan yang digunakan adalah kepatuhan formal, yaitu ketepatan pelaporan SPT
PPh Pasal 25 dikatakan tepat apabila dilakukan sampai dengan tanggal 15 setiap
bulannya dan untuk PPh Pasal 29 dikatakan tepat waktu apabila dilakukan paling
lambat 4 bulan setelah tahun tutup buku. Dengan semakin banyaknya Wajib Pajak
Badan yang taat pada peraturan perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan

yang terbentuk. Dengan semakin tingginya tingkat kepatuhan, Wajib Pajak akan
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menyetor dan melaporkan pajaknya dengan tepat waktu sehingga mengakibatkan
adanya peningkatan pada penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan.

Hal ini selaras dengan penelitian Mahendra dan Sukartha (2014), Susanti et al.
(2014), Putra dan Hapsari (2015), Rahmawati et al. (2014), Darmayani dan Herianti
(2017), Prihastanti dan Kiswanto (2015), serta penelitian dari Putri dan Pratomo
(2014) yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh
signifikan pada penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Namun berbeda dengan
penelitian dari dari Migang dan Dirmayani (2017), Kastolani dan Ardiyanto (2017)
serta Anam et al. (2018) yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan
tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan yaitu
pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan. Menurut Susanti et al. (2014), Wajib
Pajak Badan adalah Badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan
pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap Wajib Pajak yang telah
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan
Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kewajiban pajak
subjektif Badan dimulai pada saat Badan tersebut didirikan atau - bertempat
kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat

kedudukan di Indonesia (Rahayu, 2017).

12

Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Libiani, FB UMN, 2019



Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017, Kantor
Pelayanan Pajak merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018, Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) memiliki total 352 unit Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Unit KPP
mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada
wajib pajak. KPP dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang
diadministrasikannya, vyaitu: 1. KPP Wajib Pajak Besar, khusus
mengadministrasikan wajib pajak besar nasional; 2. KPP Madya, khusus
mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang
meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk
bursa; dan 3. KPP Pratama, menangani Wajib Pajak lokasi. Menurut Rahayu
(2017), KPP Pratama mengelola Wajib Pajak menengah ke bawah, Wajib Pajak
Badan dan Orang Pribadi serta Bendaharawan Pemerintah, dan terdapat kegiatan
ekstensifikasi Wajib Pajak, sehingga jumlah Wajib Pajak bertambah seirama
dengan penambahan orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen
Pajak) Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama menyebut, hingga awal 2 Mei
2019 ada 768 ribu Wajib Pajak Badan yang telah menyampaikan SPT. Angka itu
baru 52,24% dari keseluruhan WP Badan yang wajib menyampaikan laporan.
Jumlah ini meningkat 11,25 persen (%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu

yang sebanyak 690 ribu Wajib Pajak (Yuniartha dan Kartika, 2019 dalam
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Kontan.co.id). Menurut Arisandi (2015), tidak seimbangnya jumlah Wajib Pajak
yang menyerahkan surat pemberitahuan ini dikarenakan oleh banyaknya Wajib
Pajak yang ingin mendapatkan NPWP untuk tujuan lain, yaitu seperti untuk
memenuhi syarat legal sebagai bagian dari transaksi bisnis, transaksi keuangan atau
syarat administratif pendukung bisnis.

Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan adalah persentase perbandingan
selisih jumlah Wajib Pajak Badan bulan ini ¢ dan jumlah Wajib Pajak Badan bulan
lalu -1y dengan jumlah Wajib Pajak Badan bulan lalu ¢.1) (Putra dan Hapsari, 2015).
Dengan semakin bertambahnya Wajib Pajak Badan yang mendaftarkan diri, maka
Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban dalam menghitung, menyetor dan
melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan
demikian, semakin banyak Wajib Pajak yang terdaftar maka akan meningkatkan
penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan.

Hal ini selaras dengan penelitian dari Arisandi (2015) dan Hariyanto et al.
(2014) menyatakan bahwa penambahan jumlah Wajib Pajak Badan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Putra dan Hapsari (2015) dan Kastolani
dan Ardiyanto (2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah Wajib Pajak
Badan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak
Penghasilan Pasal 25 Badan.

Sebagai salah satu mekanisme penegakan hukum atas self assessment system,
Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan

(llyas dan Wicaksono, 2015). Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-
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Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menyatakan
bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Seperti yang tertuang di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan harus
dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.

Menurut Rahayu (2017), pemeriksaan pajak mempunyai dampak untuk
menghalang-halangi (Deterrence effect) Wajib Pajak dalam melakukan tindakan
kecurangan dengan melakukan Tax Evasion, baik Wajib Pajak yang sedang
diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya, sehingga kepatuhan didalam
pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun
mendatang. Ketika proses pemeriksaan selesai, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
akan menerbitkan produk hukum berupa surat ketetapan pajak yang dimaksudkan

untuk memberikan kepastian hukum tuntasnya proses pemeriksaan.
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Jika hasil pemeriksaan yang dilakukan tersebut berupa Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT) maka akan meningkatkan Pajak Penghasilan karena menandakan
bahwa Wajib Pajak telah salah dalam menghitung dan menyetorkan lebih kecil
pajaknya dari yang seharusnya ke negara dan Wajib Pajak harus membayarkan
kembali kekurangannya beserta dengan sanksi administrasinya. Tetapi hasil
pemeriksaan juga dapat menurunkan Pajak Penghasilan apabila hasilnya yaitu Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) karena menandakan bahwa Wajib Pajak
telah salah dalam hal menghitung dan menyetorkan lebih besar pajaknya
dibandingkan yang seharusnya ke negara. Penerimaan pajak tidak memiliki dampak
jika hasil pemeriksaannya yaitu mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
karena menandakan bahwa Wajib Pajak telah benar dalam melaporkan dan
membayarkan pajaknya ke negara.

Pemeriksaan pajak dapat diukur dengan persentase perbandingan jumlah nilai
(rupiah) SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh KPP setiap bulannya dengan
jumlah total nilai (Rupiah) PPh Pasal 25/29 Badan yang berhasil dihimpun setiap
bulan oleh KPP (Migang dan Dirmayani, 2017). SKPKB dan SKPKBT merupakan
hasil dari dilaksanakannya pemeriksaan yang mempunyai potensi dalam
meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan. Dengan semakin
banyaknya SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan, maka menunjukkan adanya
suatu peningkatan pelaksanaan pemeriksaan. Dengan meningkatnya pelaksanaan
pemeriksaan ini, Wajib Pajak yang bersangkutan memiliki kewajiban dalam

melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar tersebut, sehingga menambah
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potensi penerimaan ke kas negara dari sektor perpajakan sehingga penerimaan
Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan akan meningkat.

Hal ini selaras dengan penelitian dari Migang dan Dirmayani (2017), Susanti
et al. (2014), Anam et al. (2018), Fadhilah dan Andi (2016), dan Mahendra dan
Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh
signifikan pada penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Namun berbeda dengan
penelitian yang dilakukan Rahmawati et al. (2014), Prihastanti dan Kiswanto
(2015) serta Putri dan Pratomo (2015) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak
tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Selain pemeriksaan pajak, ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha
untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak
secara lebih aktif kepada setiap Wajib Pajak yang menunggak pembayaran
pajaknya (Migang dan Dirmayani, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 19 Tahun 1997,
penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak (Badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran pajak) melunasi utang pajak dan biaya
penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan
seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah
disita. Sebelum dilaksanakan penagihan pajak, terlebih dahulu pihak Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Berdasarkan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak

(STP) adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
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administrasi berupa bunga dan/atau denda. Salah satu fungsi dari diterbitkannya
Surat Tagihan Pajak (STP) yaitu sebagai sarana untuk melakukan penagihan pajak.

Penagihan pajak dapat diukur dengan persentase perbandingan jumlah
tunggakan yang berhasil tertagih setiap bulan dengan jumlah tunggakan pajak yang
diterbitkan dalam satu bulan (Migang dan Dirmayani, 2017). Dengan semakin
tinggi jumlah tunggakan pajak, maka Wajib Pajak yang bersangkutan memiliki
kewajiban dalam melunasi tunggakan pajak yang diakibatkan dari Wajib Pajak
tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku tersebut. Jika Wajib Pajak
melunasi tunggakan pajak tersebut maka realisasi tunggakan pajak semakin
meningkat. Dengan semakin meningkatnya realisasi tunggakan pajak, maka akan
meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan.

Hal ini selaras dengan penelitian dari Migang dan Dirmayani (2017), Mahendra
dan Sukartha (2014), Anam et al. (2018), Fadhilah dan Andi (2016), Setiawati et
al. (2017), dan Sari et al. (2015) yang menyatakan bahwa penagihan pajak
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Namun
berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmayani dan Heriyanti (2017),
yang menyatakan bahwa penagihan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan
terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan

oleh Migang dan Dirmayani (2017), dengan perbedaan:
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1. Penambahan variabel independen yaitu pertumbuhan jumlah Wajib Pajak
Badan yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Hapsari
(2015).

2. Tahun penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu tahun 2013-2017
(5 tahun), sedangkan penelitian sebelumnya pada periode tahun 2013-2016
(4 tahun).

3. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama Serpong, sedangkan penelitian sebelumnya berdasarkan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis
berencana untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN, PERTUMBUHAN JUMLAH
WAJIB PAJAK BADAN, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL

25/29 BADAN”.

1.2 Batasan Masalah

Mengingat adanya banyak keterbatasan dalam penelitian ini dan supaya penelitian
ini tidak terlalu luas serta lebih dapat terarah, maka dilakukan pembatasan dalam
penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tahun penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu tahun 2013-2017.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penerimaan Pajak Penghasilan

Pasal 25/29 Badan, dan variabel independennya yaitu kepatuhan Wajib Pajak
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Badan, pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan, pemeriksaan pajak, dan
penagihan pajak.

3. Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap
penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan?

2. Apakah pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap
penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan?

3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak
Penghasilan Pasal 25/29 Badan?

4. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan

Pasal 25/29 Badan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan

untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak
Penghasilan Pasal 25/29 Badan.

2. Pengaruh pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak

Penghasilan Pasal 25/29 Badan.
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3. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal
25/29 Badan.
4. Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29

Badan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan dapat menambah
wawasan pihak akademisi, terutama terkait dengan faktor-faktor yang
mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan.

2. Bagi kantor pelayanan pajak
Diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi kantor
pelayanan pajak dalam mengetahui hal apa saja yang menjadi faktor dalam
penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan dan dapat meningkatkan
kinerja dari kantor pelayanan pajak tersebut.

3. Bagi pemerintah
Menjadi evaluasi bagi pemerintah sehingga pemerintah dapat mengetahui
bagaimana pengaruh pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Badan, pertumbuhan
jumlah Wajib Pajak Badan, pemeriksaan serta penagihan pajak agar target
penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan dapat terealisasi dengan

tepat.

21

Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Libiani, FB UMN, 2019



4. Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan atau bahan referensi bagi
peneliti selanjutnya dalam membuat penelitian sejenis yang berkaitan dengan
kepatuhan Wajib Pajak Badan, pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan,
pemeriksaan serta penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan
Pasal 25/29 Badan.

5. Bagi peneliti
Penelitian yang dilakukan memberikan pengetahuan baru bagi peneliti,
terutama dalam hal yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal

25/29 Badan.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai pembahasan penelitian ini,

maka disusunlah sistematika, sebagai berikut.

BAB|I PENDAHULUAN
Bab | menguraikan secara garis besar mengenai isi dari penelitian yang
terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il TELAAH LITELATUR
Bab 11 terdiri dari pembahasan secara rinci terkait dengan penerimaan
Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Badan, pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan, pemeriksaan pajak, dan
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BAB IlI

BAB IV

BAB V

penagihan pajak dari berbagai jurnal, penelitian terdahulu, perumusan
hipotesis yang akan diuji dan model penelitian.

METODE PENELITIAN

Bab |11 terdiri atas gambaran umum objek penelitian, metode penelitian,
variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data
yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisikan tentang deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang
telah dihimpun, pengujian dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil
penelitian.

SIMPULAN DAN SARAN

Bab V berisi simpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan pada

hasil penelitian yang telah dilakukan.
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